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UU NO. 21 TAHUN 2007 

TENTANG PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

 

Pasal 2 

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk 
tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah 
negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah). 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah 

negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
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dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau 

dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

Pasal 4 

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke 

luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud 

untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik 

Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus 

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

Pasal 5 

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak 

dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu 

dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah). 
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Pasal 6 

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam 

atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang 

mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah). 

 

Pasal 7 

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 
Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, 
gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang 
membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu 
atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman 
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5, dan 

 

Pasal 6. 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 
Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 
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juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah). 

 

Pasal 8 

(1) Setiap penyelenggara negara yang 
menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 
6. 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan 
berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat 
dari jabatannya. 

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan 
pengadilan. 

 

Pasal 9 

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain 

supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, 

dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta 

rupiah). 
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Pasal 10 

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan 

untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 

Pasal 6. 

 

Pasal 11 

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan 

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama 

sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 

 

Pasal 12 

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan 

korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara 

melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya 

dengan korban tindak pidana perdagangan orang, 

mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang 

untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil 

keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 

Pasal 6. 
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Pasal 13 

(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap 
dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak 
untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk 
kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan 
kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam 
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun 
bersama-sama. 

(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang 
dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, 
penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap 
korporasi dan/atau pengurusnya. 

 

Pasal 14 

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka 

pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat 

panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat 

pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, 

atau di tempat tinggal pengurus. 

 

Pasal 15 

(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang 
dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana 
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana 
yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa 
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari 
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 
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(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana 
tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; 
b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; 
c. pencabutan status badan hukum; 
d. pemecatan pengurus; dan/atau 
e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk 

mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang 
sama. 

 

Pasal 16 

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan 

oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang 

terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 

1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 17 

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Pasal 3,dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka 

ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 18 

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa 

oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak 

dipidana. 
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Foto Para PSK Yang Sementara Berada Di Bawah  

Pengawasan Panti Rehabilitasi Sosial 
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Foto Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci 
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Foto Wawancara dengan Petugas  

Panti Sosial Mattirodeceng Sebagai Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 216 

Foto Interview Guide Mengadakan Pendekatan Sosial Kepada Informan 
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Foto Bersama dengan Dr. Eliza Meiyani, Msi (Dokter Antropologi)  

Menemani turun lapangan di Panti Sosial 
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Foto Informan bersama dengan Pasangannya 
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Foto Para Informan Kunci di Panti Sosial Mattiro deceng 
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Foto Bersama Kepala UPTD PPSKW (Dr. Syafri Arief, MSi) 

Mattiro deceng Makassar 

 

 

 

 


